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WALIKOTA BANJAR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR55TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di
daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18
dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas,
pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas,
fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi
daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuanDaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;

d. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerahdiatur
dalam Bab III Bagian Keduapuluhtujuh dan lampiran XXVIII
tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian
kembali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c dan hurufd perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1643);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
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11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJABADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai
unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadikewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Kota Banjar.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut
BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang
dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
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10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut
BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di
daerah.

11. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi
atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada
suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan
mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk
bahaya tertentu.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan
penanggulangan bencana.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil
Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah membentuk BPBD sebagai perangkat
daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
sub urusan bencana dan kebakaran.

(2) Dalam membentuk BPBD, pemerintah daerah berkoordinasi
dengan BNPB.

(3) Pelaksanaan operasional penanggulangan sub urusan
kebakaran dilaksanakan oleh UPTD sebagai unit pelaksana
teknis daerah dari BPBD.

(4) Pengaturan tentang UPTD Pemadam Kebakaran diatur
tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.
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Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-
officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan
bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) BPBD pada Pemerintah Kota Banjar termasuk klasifikasi B

(2) Susunan organisasi BPBD Provinsi dan BPBD terdiri atas:

a. Kepala;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

(3) Unsur Pelaksana BPBD klasifikasi B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana;

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

f. UPTD.

(4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

(1) BPBD mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
sebagian urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran
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yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada daerah dalam hal :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara dan penanggulangan
kebakaran;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencanadan penanggulangan kebakaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana dan kebakaran;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencanadan penanggulangan kebakaran;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
penanggulangan kebakaran kepada Kepala Daerah setiap
bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(3) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan
menyeluruh.

c. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan
kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanggulangan
bencana dan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

e. pelaksanaan administrasi BPBD;

f. pembinaan aparatur sipil negara pada BPBD; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(4) Kepala BPBD melaksanakan uraian tugas :

a. melakukan finalisasi rancangan kebijakan penanggulangan
bencana dan kebakaran dan penanganan pengungsi
dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan
kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

c. memimpin dan mengendalikan pengkoordinasian
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan
kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
penanggulangan bencana dan kebakaran dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien;

e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan penanggulangan bencana dan kebakaran dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien;

f. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi
BPBD;

g. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil
negara pada BPBD;

h. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui :
kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis
dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan
manajemen;

i. mengembangan kerja sama dengan instansi lain;

j. memberikan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar
ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN;
dan

k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya
disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan
saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana
dan kebakaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan
kebakaran daerah;



8

b. pemantauan;

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
dan kebakaran.

(4) Unsur pengarah melaksanakan uraian tugas :

a. melakukan finalisasi rancangan kebijakan penanggulangan
bencana dan kebakaran daerah;

b. memimpin pemantauan; dan

c. memimpin evaluasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan kebakaran.

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.

(2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Anggota unsur pengarah berasal dari:

a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari
badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;

b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan
tokoh masyarakat di daerah.

(4) Jumlah Anggota Unsur Pengarah BPBDberjumlah 9 (sembilan)
anggota, terdiri dari :

a. 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah; dan

b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Pasal 8

(1) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah dilakukan
melalui mekanisme sebagai berikut:

a. penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga
pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme
dan peraturan perundangan yang berlaku.

b. anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional
ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi
yang ditetapkan dalam pedoman ini.

(2) Hal-hal lainterkait dengan pengaturan unsur pengarah
ditetapkan sesuai peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

(1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya
disebut dengan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala
Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan
menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
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(2) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana serta kebakaran secara
terintegrasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan
kebakaran yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat,
dan pascabencana secara terintegrasi;

b. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan
kebakaran yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat,
dan pascabencana secara terintegrasi;

c. pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana
penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
secara terintegrasi;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanggulangan
bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;

e. pelaksanaan administrasi BPBD;

f. pembinaan aparatur sipil negara pada unsur pelaksana;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota
terkait dengan tugas dan fungsinya

(4) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
c, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada
di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang
diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana dan
kebakaran.

(5) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya,
instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain
yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
dan kebakaran.

(6) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan
satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi
vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kepala unsur pelaksana melaksanakan uraian tugas :

a. melakukan validasi rancangan kebijakan penanggulangan
bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
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b. melakukan finalisasi rancangan kebijakan penanggulangan
bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;

c. memimpin pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana
dan kebakaran yang meliputi prabencana, saat tanggap
darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;

d. memimpin pengoordinasian, pengkomandoan dan
pelaksana penanggulangan bencana dan kebakaran yang
meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana secara terintegrasi;

e. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
secara terintegrasi;

f. memimpin pelaksanaan administrasi BPBD;

g. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada unsur
pelaksana; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota
terkait dengan tugas dan fungsinya

(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib
membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi
termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji
cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk
Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Pelaksana BPBD.

Paragraf 1

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 10

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana.

(2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan
dan pengendalian terhadap program, administrasi dan
sumberdaya serta kerjasama.

(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai
fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program
perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan
BPBD;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi,
tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia,
keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;

c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan
protokol;
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d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah
penanggulangan bencana;

e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan dan
kebakaran di wilayahnya; dan

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan
penanggulangan bencana dan kebakaran.

(4) Kepala Sekretariat melaksanakan uraian tugas :

a. mengendalikan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan
integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan
di lingkungan BPBD;

b. mengendalikan pembinaan dan pelayanan administrasi
ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-
undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan
rumah tangga;

c. mengendalikan pembinaan dan pelaksanaan hubungan
masyarakat dan protokol;

d. mengendalikan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
unsur pengarah penanggulangan bencana dan kebakaran;

e. mengendalikan pengumpulan data dan informasi
kebencanaan dan kebakaran di wilayahnya; dan

f. mengendalikan pengkoordinasian dalam penyusunan
laporan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

(1) Seksi Pencegahan dan Kesiasiagaan dipimpin oleh Kepala
Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala
Pelaksana.

(2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana
dalam :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
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d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat.

(4) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan
uraian tugas :

a. merumuskan rancangan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;

b. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. mengendalikan pelaksanaan hubungan kerja dengan
instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat; dan

d. mengendalikan pemantauan, evaluasi, dan analisis
pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

(1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana.

(2) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan dukungan logistik.

(3) Dalam menjalankan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik
mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi
dan dukungan logistik; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik.
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(4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik melaksanakan uraian
tugas :

a. merumuskan rancangan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik;

c. mengendalikan komando pelaksanaan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat;

d. mengendalikan pelaksanaan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

e. mengendalikan pemantauan, evaluasi, dan analisis
pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 4

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala
Pelaksana.

(2) Seksi Rehabiliasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas
membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pascabencana.

(3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana
dalam :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pascabencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana; dan

d. pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pascabencana.

(4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana
dalam :

a. merumuskan rancangan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;
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b. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;

c. mengendalikan pelaksanaan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana; dan

d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana.

Paragraf 4

UPTD

Pasal 14

(1) Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksan Teknis Daerah
selanjutnya disebut UPTD.

(2) UPTD sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD untuk
menangani sub urusan kebakaran.

(3) Pengaturan tentang UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

JABATAN PADA BPBD

Pasal 15

(1) Kepala BPBD dijabat secara ex offiicio oleh Sekretaris Daerah
merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

(2) Kepala Pelaksana BPBD klasifikasi B adalah jabatan
struktural eselon III.a.

(3) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD klasifikasi B adalah
jabatan struktural eselon IV.a.

(4) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 16

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada
BPBD terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan
BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi,
dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 17

(1) Jabatan Pelaksana merupakan sekelompok pegawai aparatur
sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

(2) Keudukan, tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan pelaksana
ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas
usulan sekretaris daerah.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Keudukan, tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan fungsional
ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem
pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

(3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan
organisasi di bawahnya.

(5) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD diadakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

(6) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dengan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.

(7) Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat
memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat
bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando,
koordinasi, dan pelaksana.
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(8) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan
mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur
Pelaksana BPBD.

(9) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang
ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah
Penanggulangan Bencana.

(10) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik
pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional
dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang
anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

(11) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-
masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD
serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi
kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

(12) BPBD melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan sekretariat daerah melalui asisten, bagian dan
subbagian yang mengkoordinasikan BPBD.

(13) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(14) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan
BPBD bertanggungjawab memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(15) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan
organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara
berkala.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang BPBDdilakukan
melalui hubungan kerja yang meliputi:

a. konsultatif;

b. kolegial;

c. fungsional;

d. struktural; dan

e. koordinatif.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas,
profesionalitas, dan keterpaduan.
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Pasal 21

(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan
persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
wewenang unit kerjanya masing-masing.

(2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara
lain:

a. perencanaan;

b. perumusan;

c. pemutakhiran; dan

d. penyelesaian tugas dan fungsi.

(3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural
secara berjenjang.

Pasal 22

(1) Hubungan kerja kolegial sebagimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:

a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam
melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi
peningkatan produktifitas dan kinerja; dan

b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol
otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang
dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

(2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan
mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 23

(1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan
peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan
organisasi masing-masing.

(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 24

(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam
Pasal20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk
mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan
tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara
bertanggung jawab.

(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis,
selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan
wewenang pada unit organisasi.
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Pasal 25

(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan
hubungan kerja secara struktural dengan
menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan
terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi
sesuai dengan wewenangnya.

(2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran,
kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.

(3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau
duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan
menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja
dalam dan luar organisasi.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25antara lain:

a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam
unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;

b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan
antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan
berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan

c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang
dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan
keterkaitan secara instansional.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25meliputi:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan
pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;

b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi
terkait;

c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi,
lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;

d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan
ditangani bersama melalui temu konsultasi;

e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi
terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu
dipecahkan secara bersama;

f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk
menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara
menyeluruh; dan

g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 28
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Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit
organisasi bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata
laksana pelaksanaan tugas bawahannya;

b. membina dan mengawasi bawahannya;

c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi
bawahannya; dan

d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau
kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 26 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan
strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

(1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja
dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi
terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.

(2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

(1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali
Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali
kota ini.

(2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan
peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya
terhitung mulai tanggal pelantikan.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III
Bagian Keduapuluhtujuh dan lampiran XXVIIIPeraturan Wali Kota
Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkandi Banjar

pada tanggal 22 November 2018

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018NOMOR 55


